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DAFTAR LAMPIRAN

Tabel

Tabel 1. Sekuritisasi Indonesia dalam Pembentukan Perppu Ormas terhadap

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia
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DAFTAR SINGKATAN

: Hizbut Tahrir

: Hizbut Tahrir Indonesia

: Undang-Undang

: Undang-Undang Dasar

- Majelis Ulama Indonesia

: Nahdlatul Ulama

: Kementerian Dalam Negeri

: Kementerian Agara

: Kementerian Hukum dan HAM

‘Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan

: Negara Kesatuan Republik Indonesia

: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Organisasi Masyarakat

: Gema Pembebasan

- Islamic State of Iraq

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

: Hak Asasi Manusia

: Lembaga Persahabatan Ormas Islam



